
 

LAPORAN PENELITIAN 

 

RUMAH MODERASI BERAGAMA DI PTKIN: 
ANALISIS PROBLEMATIKA, KLASIFIKASI ASPEK, DAN ROAD MAP 

PENGUATAN MODERASI BERAGAMA 

 

 

 

 

Nama Peneliti: 

Dr. Adisel, M.Pd (Ketua) 
Ashadi Cahyadi, MA (Anggota) 

M. Zikri, M.Hum (Anggota) 
Ihsan Rahmat, MPA (Anggota) 

 

 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDPONESIA 

UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU 

BENGKULU 

2022 

 

 



RUMAH MODERASI BERAGAMA DI PTKIN: 
ANALISIS PROBLEMATIKA, KLASIFIKASI ASPEK, DAN ROAD MAP 

PENGUATAN MODERASI BERAGAMA 
 

 

A. Latar Belakang 

Intoleransi atas suku, ras, agama, dan antargolongan secara nyata telah mencederai 

harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Intoleransi, meskipun dalam 

kondisi Covid-19 dimana gerak manusia lebih terbatas, ternyata tidak mampu menghalangi 

intoleransi, terutama isu agama/keyakinan. Tiga lembaga survei memperlihatkan data kenaikan 

kasus intoleransi di Indonesia. Setara Institut (2018) menjumlahkan selama 12 tahun terakhir 

terkait kebebasan/keyakinan beragama sebanyak 2.400 peristiwa pelanggaran, dengan 3.177 

tindakan. Tren peningkatan tindakan pelanggaran terlihat 134 pada tahun 2014, 196 di 2015, 208 

di 2016, 327 di 2019, dan 424 di 2020 (Setara Institut, 2020). Kolaborasi survei antara Wahid 

Institut dan Lingkar Survei Indonesia (LSI) menyampaikan hal yang serupa bahwa intoleransi 

terjadi pada titik ketidaksetujuan pembangunan rumah ibadah agama lain, keberatan dengan acara 

keagamaan, aturan mengikuti kehendak mayoritas, hingga dukungan untuk pemerintah agar 

mendahulukan agama mayoritas (LSI, 2019). 

Agama menjadi preseden yang paling mudah memunculkan intoleransi. Rentetan peristiwa 

yang dimulai dari dugaan penistaan agama oleh Ahok, Aksi Bela Islam, reuni Aksi Bela Islam, 

agenda pemilihan presiden 2019, hingga dugaan kriminalisasi ulama menjadi bukti yang tidak 

terbantahkan (Fealy, 2016; Facal, 2020; Toha dkk, 2021). Intoleransi tampaknya masih akan 

mengarah pada “Islam” sebagai mayoritas yang dewasa ini dikendalikan oleh kelompok radikal 

dan ultra konservatif terdidik, makmur, dan berjejaring (Hamayotsu, 2018: Mietzner & Muhtadi, 

2018). Sebastian dan Arifianto (2020) menegaskan kelompok konservatis ini berhasil merebut 

simpati sebagian masyarakat Indonesia, dukungan oposisi, hingga aktor negara. Koalisi ini 

menurut Hamayotsu (2018) menyebabkan individu lebih berani intoleran. 

Pemerintah Indonesia -di bawah kepemimpinan Joko Widodo- secara serius menggarap 

berbagai program guna mengantisipasi intoleransi melalui strategi moderasi beragama. Bentuk 

keseriusan ini, moderasi beragama masuk dalam RPJMN Tahun 2020-2024 melalui Perpres No 

18 Tahun 2020. Sehingga menjadi sebuah keharusan bahwa moderasi beragama 

diimplementasikan di seluruh kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Agama. Salah satu 

solusi cerdas yang diprogramkan oleh Kementerian Agama adalah Rumah Moderasi Beragama 

(RMB) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Yaqut Cholil Qoumas 

menegaskan kehadiran RMB sangat penting guna meredam pemahaman agama yang ekstrim, 



klaim kebenaran subjektif, dan ketidakselarasan agama dengan kecintaan pada tanah air 

(iainponorogo.ac.id, 2021).  

Musyafak, dkk (2021) menyampaikan hingga Desember 2020 telah berdiri 38 RMB di bawah 

PTKIN, sisanya 20 kampus masih dalam proses persiapan. Pedoman pendirian dan pengelolaan 

RMB telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Petunjuk Teknis (Juknis) 

Nomor 897 pada 12 Maret 2021. Pedoman ini ternyata tidak menjawab berbagai persoalan yang 

muncul di lapangan. Beberapa masalah yang peneliti himpun: 1) RMB berbasis pusat studi atau 

pengabdian; 2) integrasi ke mata kuliah, kurikulum, praktik kuliah lapangan, dan kuliah kerja nyata 

(KKN); 3) formalitas pendirian; 4) kekurangan sumber daya manusia; 5); kesulitan menentukan 

arah pengembangan. Selain Juknis, jumlah kajian yang telah dipublikasi terkait RMB sebagai bahan 

rujukan luar biasa terbatas. Peneliti hanya menemukan empat karya: Musyafak, dkk (2021); 

Marfu’ah, dkk (2021); Sumarto (2021); Arake, dkk (2021); dan Yusuf (2021). Studi terdahulu 

terfokus pada penjelasan teori dan praktik moderasi beragama di Indonesia, dibanding 

membicarakan kelembagaannya.  

Studi ini bertujuan untuk mengisi study gap tentang RMB dengan cara menganalisa 

problematika yang muncul, memetakan aspek moderasi beragama di Indonesia melalui studi 

terdahulu, dan peta jalan penguatan moderasi beragama. Peneltian ini didasarkan pada argumen 

bahwa kelembagaan dan program moderasi agama yang tepat memberi pengaruh langsung pada 

keberhasilan pelaksanaan RMB di PTKIN. Ketika referensi kelembagaan dan wawasan moderasi 

beragama terpetakan, maka kelompok kerja RMB akan lebih mudah merancang program yang 

sesuai dengan konteks masyarakat di daerah masing-masing. 
 

B. Rumusan Masalah 

Praktik intoleransi di Indonesia terus berlangsung sepanjang tahun. Pandemi Covid-19 yang 

membatasi gerak manusia ternyata tidak membatasi tindakan intoleransi. Faktanya, Setara Institut 

mengumumkan kenaikan kasus di masa pandemi 2020. Berbagai program cerdas diagendakan oleh 

Pemerintah Indonesia, salah satunya mendirikan Rumah Moderasi Beragama di PTKIN sebagai 

langkah nyata menebar benih toleransi untuk akademisi. Agenda cerdas ini ternyata memunculkan 

sejumlah catatan di lapangan, terutama terkait penguatan moderasi beragama yang seharusnya 

diprogramkan atas dasar need and evidance. Atas dasar problematisasi tersebut, peneliti mengajukan 

empat pertanyaan besar sebagai berikut: 

1. Bagaimana model kelembagaan Rumah Moderasi Beragama yang berkembang di PTKIN? 

2. Bagaimana problematika yang dihadapi Rumah Moderasi Beragama di PTKIN? 

3. Bagaimana pemetaan aspek moderasi beragama di Indonesia ditinjau dari studi terdahulu? 

4. Bagaimana peta jalan penguatan Rumah Moderasi Beragama? 



C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini akan menjelaskan Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Islam 

dengan cara  

1. Mendeskripsikan konstruk Rumah Moderasi Beragama yang telah berjalan di PTKIN;  

2. Menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi Rumah Moderasi Beragama;  

3. Memetakan aspek moderasi beragama di Indonesia melalui studi terdahulu; 

4. Membuat peta jalan sebagai upaya penguatan program Rumah Moderasi Beragama.     

  

D. Orisinilitas/Urgensi Penelitian 

Intoleransi benar-benar mengancam keutuhan NKRI. Sehingga setiap upaya yang dilakukan 

untuk meng-counter masalah besar ini harus dimaksimalkan. Penelitian ini menemukan konteksnya 

dan dinilai sangat penting dalam upaya menguatkan Rumah Moderasi Beragama di PTKIN. 

Kemudian, penelitian ini termasuk studi awal yang berusaha mendokumentasikan road map 

penguatan moderasi untuk RMB berbasis problematika dan klasifikasi aspek. 

 

E. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada institusi: 

1. Institusi di PTKIN: Penelitian ini memberikan informasi terkait masalah-masalah yang 

muncul dalam kelembagaan Rumah Moderasi Beragama; Menyampaikan aspek-aspek 

penting terkait moderasi beragama sehingga memudahkan bagi RMB untuk merancang 

sebuah program yang tepat sasaran; dan memberikan informasi terkait arah penguatan RMB 

di masa mendatang.  

2. Direktorat Pendidikan Islam: Hasil penelitian ini diyakini akan melengkapi informasi yang 

belum termuat di Petunjuk Teknis, terutama terkait masalah yang muncul di RMB dan arah 

penguatan RMB di masa mendatang. 

 

F. Keluaran Penelitian 

Penelitian ini memiliki lima keluaran mengikuti arahan Petunjuk Teknis Program Bantuan 

Penelitian Nomor 4743 Tahun 2021:  

1. Laporan penelitian antara dan akhir; 

2. Publikasi di Jurnal terindeks Scopus atau Web of Science 

3. Menerbitkan buku 

4. Menerbitkan policy brife untuk menjelaskan road map 

5. Penerbitan Sertifikat Hak Cipta. 



G. Kajian Terdahulu 

1. Metode Pencarian Kepustakaan 

Studi yang telah dipublikasi tentang tema Rumah Moderasi Beragama (RMB) masih sangat 

sedikit. Menggunakan kata kunci ‘Rumah Moderasi Beragama’, peneliti telah berselancar di laman 

scholar.google.co.id. Hasilnya hanya menemukan empat artikel: Musyafak, dkk (2021), Marfu’ah, 

dkk (2021), Sumarto (2021), dan Yusuf (2021). Usaha dilanjutkan dengan cara mentranslate kata 

kunci menjadi ‘House of Religious Moderation.’ Peneliti mendapat satu tambahan artikel dari 

Arake, dkk (2021). Terakhir, pencarian di laman pengindeks internasional seperti Scopus, DOAJ, 

Copernicus, Ebso, dan Emerald. Hasilnya adalah tidak ditemukan. Ini cukup beralasan karena 

selama ini akademisi fokus pada penjelasan moderasi beragama bukan kelembagaan untuk 

moderasi beragama yang notabene masih sangat baru. 

2. Perbincangan Rumah Moderasi Beragama 

Peneliti mereview lima artikel tentang RMB. Hasilnya terdapat dua topik bahasan: kebijakan 

dan dampak RMB. Musyafak dkk (2021) menjelaskan tentang respon PTKIN terhadap penerapan 

kebijakan moderasi beragama menggunakan pendekatan deskriptif. Hasilnya adalah perbedaan 

kapasistas kelembagaan kampus menyebabkan perbedaan implementasi atas kebijakan RMB. 

Kampus dengan kapasitas mumpuni telah membangun pusat studi yang berwawasan kebangsaan 

jauh sebelum RMB. Sedangkan kampus dengan kapasitas terbatas memandang RMB sebagai 

euforia. Catatan utama yang disampaikan Musyafak dkk (2021) adalah RMB di kampus Islam 

belum membuat roadmap yang jelas, lebih parah lagi ada yang belum memiliki program kerja. 

Selanjutnya, Arake dkk (2021) mendeskripsikan program kerja RMB di Sulawesi Utara. Kegiatan 

difokuskan untuk civitas akademik melalui pengangkatan komite etik guna pembinaan kegiatan 

pembelajaran, mempromosikan lokalitas Bugis, dan membuka ruang-ruang diskusi ilmiah. 

Sedangkan Sumarto (2021) menjelaskan mimpi dan langkah strategis IAIN Curup dalam 

mempromosikan nilai-nilai luhur Islam melalui RMB. Agenda tampaknya menghubungkan 

Tridharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai moderasi beragama. Topik bahasan kebijakan 

cenderung populer mengingat arah RMB belum terbaca dengan baik oleh kelompok kerja. 

Studi selanjutnya memaparkan dampak RMB. Marfu’ah dkk (2021) menyampaikan bahwa 

kehadiran RMB di sebagian kampus telah menambah penguatan pemahaman ASN dan calon ASN 

melalui diklat, memberikan advokasi dan pendampingan bagi FKUB, dan memperluas riset. 

Sayangnya, masih ditemukan kampus Islam yang menjadikan RMB sebagai formalitas guna 

menarik perhatian Kementeri Agama bahwa mereka juga berbuat. Yusuf (2021) menghubungkan 

RMB dengan era industri 4.0. Argumennya adalah kelembagaan RMB sangat dibutuhkan guna 

mengantisipasi intoleransi yang muncul di media sosial. Yusuf mendorong perlunya program kerja 



yang mengarah pada digitalisasi toleransi. Peneliti melihat dua studi tentang dampak masih terbatas 

pada penjelasan deskriptif. Tidak terlihat adanya analisa mendalam atas alasan dampak.  

3. Positioning Research 

Sejauh penelusuran peneliti, baik dari laman jurnal indeksasi nasional maupun internasional, 

studi yang memuat penjelasan tentang Rumah Moderasi Beragama (RMB) luar biasa sedikit. Ini 

tampak wajar karena instruksi pendirian baru disampaikan pada 2020. Studi yang ada baru 

menjelaskan dua hal: kebijakan dan kontribusi RMB. Sehingga, penelitian yang dirancang ini bukan 

saya menambah jumlah referensi bertemakan RMB, lebih dari itu peneliti menutupi kekurangan 

studi terdahulu dengan cara menjelaskan model kelembagaan RMB yang telah berkembang, 

problem yang muncul, hingga memberikan road map penguatan kelembagaan RMB. Tambahan 

referensi terkait RMB, bagaimanapun, mendesak untuk dilakukan, sementara banyak masalah yang 

muncul belum dijelaskan secara keilmuan dan terdokumentasikan.  

 

H. Landasan Konseptual 

1. Organisasi Modern 

Organisasi dalam taraf yang paling sederhana dapat dimaknai sebagai sebuah sistem 

kerjasama yang terkoordinasi secara sadar. Mooney dan Riley (1967) menyebut organisasi sebagai 

bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan. Peneliti menyimpulkan definisi organisasi 

dari pakar klasik seperti Koontz dan O’Donnel (1964), Bittner (1965), Waldo (1995), dan Simon 

dan March (1958). Ada kesamaan ketika mereka menjelaskan bahwa organisasi merupakan sebuah 

wadah yang mampu mengakomodir berbagai tindakan seperti pembagian tugas, koordinasi, 

mengatur hak dan kewajiban pekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah distandarkan. 

Kemudian, peneliti membandingkan dengan penjelasan Robbins (2002) yang dianggap sebagai 

pakar organisasi modern. Penjelasan hampir sama dimana unsur-unsur penting dimasukkan, 

seperti: organisasi itu merupakan kesatuan sosial, ada sistem koordinasi, terikat secara terus 

menerus, memiliki batasan yang dapat diidentifikasi, dan berbasis tujuan bersama 

Kompleksitas kehidupan manusia modern menuntut adanya adaptasi elemen-elemen dalam 

organisasi. Di masa lalu, organisasi berisi manusia (pekerja), tujuan bersama (visi, misi, sasaran, dan 

program), peralatan dan perlengkapan, struktur organisasi, sistem kerjasama, aturan dan kebijakan, 

keuangan, budaya dan prilaku, dan lingkungan. Elemen tersebut akan terus ada di masa depan, 

dengan tambahan sistem informasi manajemen yang berbasis internet. Organisasi yang cenderung 

dikendalikan oleh kehendak pasar (market oriented) diarahkan ke pola Internet of Things (IoT). Inilah 

inti dasar dari revolusi industri 5.0, di mana organisasi dituntut memiliki standar kecerdasan (smart 

power) dalam setiap elemen dan aktifitasnya (Schmidt, 2015; Crnjac, 2017). 



Organisasi berbasis smart power harus mampu menyeimbangkan kebutuhan internal dan 

eksternal. Lingkungan internal perlu dianalisa untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan. Yudiaris 

dkk (2015) memberikan tiga poin pent ing menyangkut analisa lingkungan internal: 1) sumber daya 

perusahaan yang terdiri dari manusia, produksi, keuangan, pemasaran, penelitian dan 

pengembangan; 2) kapabilitas yang mengharuskan organisasi menggunakan sumber daya 

terintegrasi dengan tujuan; dan 3) Kompetensi inti merupakan gabungan sumber daya dan 

kapabilitas. Kemudian, lingkungan eksternal merupakan upaya organisasi untuk mengambil 

peluang dan mengatasi ancaman dari luar. Nasukah (2017) menyampaikan dua komponen utama 

lingkungan eksternal: 1) Lingkungan pesaing yaitu organisasi sejenis yang memberikan ancaman 

langsung; dan 2) Lingkungan umum berupa kelompok masyarakat tertentu yang memberi 

pengaruh baik langsung atau tidak langsung ke organisasi.   

2. Moderasi Beragama 

Moderasi Beragama dapat dimaknai sebagai pola pikir atau sikap beragama dalam kehidupan 

bersama (sesama atau antar umat beragama) dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama 

seperti prinsip keadilan, tolong menolong, menjunjung tingga HAM, mendahulukan 

kemaslahantan umum dibanding golongan, hingga menaati konstitusi sebagai kesepakatan 

berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama diyakini sebagai solusi terbaik guna merespon 

berbagai tindakan atau pola pikir radikal dan intoleran. Tiga alasan penting moderasi beragama 

perlu ditumbuhkembangkan dalam kehidupan: 1) kehadiran agama bukan untuk mengadu domba, 

tetapi menciptakan keseimbangan manusia dengan manusia atau manusia dengan alam; 2) telah 

menjadi sebuah kodrat bahwa manusia berbeda satu dengan yang lain, sehingga sangat berpotensi 

muncul tabrakan antar prilaku atau pola pikir yang memicu masalah; 3) untuk konteks Indonesia, 

moderasi menjadi strategi kebudayaan dalam merawat kebhinekaan (Kemenag, 2019). 

Ada dua prinsip dasar dalam moderasi beragama. Pertama, berimbang atau menjaga 

keseimbangan. Berimbang dapat dimaknai dalam dua hal, yakni menjaga keseimbangan diri dan 

tidak memaksakan kehendak sendiri ke orang lain. Menjaga keseimbangan diri seperti melihat 

perkara bukan saja dari wahyu, tetapi juga rasa dan akal. Sedangkan tidak memaksakan kehendak 

sendiri seperti mengedepankan kemaslahan bersama. Kedua, prinsip adil yang dimaknai sebagai 

usaha menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Adil tidak hanya melihat dari sisi agama saja, tetapi 

juga harus mempertimbangkan kebutuhan orang lain yang juga ingin keadilan. Misalnya pada kasus 

minoritas yang membutuhkan ruang ibadah.  

Termuat dalam Keputusan Dirjen Pendis No. 897 bahwa moderasi dikatakan berhasil ketika  

memenuhi beberapa indikator ini: 1) Komitmen kebangsaan yakni tertanam sikap menerima 

dengan sadar dan sukarela pada prinsip berbangsa-bernegara yang berlandaskan Pancasila, UUD 



1945, hingga regulasi di bawahnya; 2) Toleransi yakni tercermin dalam penghormatan pada 

perbedaan dan kebebasan menyampaikan pendapat -selama pendapat tersebut tidak hatespeech-, 

mengekspresikan keyakinan di depan umum, mengakui manusia setara, serta bersedia 

berkerjasama; 3) Anti kekerasan yakni tidak mengedepankan kekerasan dalam menghadapi sebuah 

masalah baik secara tindakan maupun ucapan, serta mengedepankan penyelesaian masalah secara 

musyawarah; dan terakhir 4) penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal baik milik sendiri 

ataupun orang lain selama, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. 

3. Rumah Moderasi Beragama 

Merujuk pada Keputusan Dirjen Pendis No. 897 Tahun 2021, RMB diartikan sebagai sebuah 

lembaga penyelenggara penguatan moderasi beragama di PTKIN. Tujuan pembentukan RMB 

adalah mengejawentahkan praktik beragama yang baik dan benar dalam kehidupan bersama sesuai 

dengan asas perlindungan hak asasi manusia, kemaslahatan umum, keadilan, serta mentaati 

konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa dan bernegara. Kelompok kerja yang telah ditunjuk 

untuk mengelola RMB bertugas untuk: 1) mendukung pelaksanaan kerja moderasi beragama yang 

telah ditetapkan Kementeria Agama; 2) menyusun dan/atau menilai bahan komunikasi, informasi, 

dan edukasi Moderasi Beragama; 3) Melakukan komunikasi, literasi, dan edukasi Moderasi 

Beragama; 4) Membangun kemitraan dengan berbagai instatnsi; 5) Melakukan penguatan Moderasi 

Beragama melalui tridharma perguruan tinggi; 6) Melakukan upaya pencegahan dan penanganan 

tindakan yang bertentangan dengan Moderasi Beragama; dan 7) melakukan pemantauan dan 

evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama pada PTKI. 

Struktur kelembagaan RMB sekurang-kurangnya terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris, 

ketua bidang, dan anggota. Terkait bidang kerja, Dirjen Pendis memberikan tiga contoh -dapat 

dikembangkan- guna mendukung kerja RMB: 1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang berfungsi 

melaksanakan berbagai macam pelatihan dan pendidikan moderasi beragama untuk pengurus 

RMB, dosen, karyawan, mahasiswa, hingga stakeholders; 2) Bidang Kajian, Penelitian, dan Publikasi 

yang melaksanakan penelitian terkait intoleransi, ekstimisme, termasuk juga diseminasi hasil 

penilitian, hingga riset kolaboratif; 3) Bidang Advokasi dan Pendampingan Masyarakat yang 

mengenalkan macam strategi puangatan moderasi beragama, menjalin kerjasama dengan tokoh 

lintas agama, organisasi keagamaan, dan FKUB.    

4. Kerangka Pemikiran 

Moderasi beragama telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional di tahun 2020-2024. 

Kementerian Agama sebagai leading sector membentuk Rumah Moderasi Beragama (RMB) melalui 

Petunjuk Teknis No 897 Tahun 2021. Juknis tersebut memuat berbagai informasi terkait 

mekanisme pendirian hingga isu strategi. Sayangnya, realita di lapangan tidak semudah bacaan text 



books. Temuan studi awal menyampaikan bahwa RMB hanya formalitas atas reaksi ueforia di dunia 

maya. Survei pra lapangan juga menemukan bahwa beberapa RMB di PTKIN tidak beraktifitas 

sebagaimana mestinya. Tujuan akhir studi ini adalah mendukung program moderasi beragama 

melalui penguatan Juknis No 897 dan kelembagaan RMB. Itu dicapai melalui road map yang akan 

peneliti bangun. Dapat dilihat dari Skema 1 bahwa langkah awal dimulai dari penjelasan model 

RMB yang berkembang di PTKIN. Kemudian, peneliti mengidentifikasi masalah yang muncul dari 

dua perspektif: Keorganisasi (data lapangan) dan Aspek Moderasi (data kepustakaan). Dua sumber 

ini menjadi bahan utama untuk menggambarkan peta jalan RMB di PTKIN.  

Skema 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Moderasi beragama diyakini sebagai salah satu metode yang mampu meredam radikalisme 

dan intoleransi. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan moderasi beragama, termasuk 

mendirikan kelembagaan di PTKIN. Penelitian ini memilih objek penelitian pada Rumah Moderasi 

Beragama (RMB) di PTKIN atas tiga alasan. Pertama, pentingnya penguatan kelembagaan dan 

program yang tepat sasaran. Kedua, masalah-masalah yang muncul perlu mendapat penjelasan 

empiris. Ketiga, studi terdahulu masih sangat terbatas untuk menjelaskan RMB. 

Rumah Moderasi 

Beragama di PTKIN 

MODERASI  

BERAGAMA 

 

Juknis No. 897  
Tahun 2021 

Masalah 

Keorganisasian Aspek Moderasi 

Road Map 

 

Problem lapangan: 
1. Aturan lembaga 
2. Kompetensi 
3. Kelompok kerja 
4. Program kerja 
5. Kemitraan 
6. Keuangan 
7. Sist. Informasi 
8. Lingkungan 

 

Klasifikasi 

Kepustakaan 

Model 



2. Tipe Penelitian dan Jenis Data 

Baik model, problematika, dan klasifikasi aspek RMB akan dijelaskan melalui proses 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan kepustakaan. Kemudian, sumber data primer dan 

skunder digunakan. Data primer yang akan dihimpun berupa penjelasan kelembagaan RMB, 

masalah-masalah yang muncul seputar keorganisasian seperti: aturan, kompetensi, kelompok kerja, 

program kerja, kemitraan, keuangan, sistem informasi, dan lingkungan, termasuk arah RMB yang 

dimaksud oleh Dirjen Pendis. Data skunder berupa penelusuran artikel terdahulu (10 tahun 

terakhir) yang memuat informasi empiris tentang kondisi radikalisme, intoleransi, dan moderasi 

beragama di Indonesia. Baik data primer maupun data skunder akan menjadi landasan road map 

RMB. 

3. Partisipan dan Lokasi Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini terbagi atas empat: 1) Dirjen Pendis sebagai perwakilan 

pemerintah yang mengeluarkan kebijakan RMB; 2) Pengelola RMB yang akan diinterview seperti 

ketua, ketua bidang, dan anggota; 3) Pimpinan institusi; dan 4) tokoh lintas agama. Untuk partisipan 

dari pengelola RMB, peneliti akan mencari informasi di tujuh UIN dan tiga IAIN. Penentuan lokasi 

memiliki alasan yang berbeda, seperti UIN Jember dinilai sebagai kampus moderasi beragama, UIN 

Bandung dinilai sebagai yang pertama mendirikan RMB, UIN Jogja dinilai telah memulai topik 

moderasi sejak 515 tahun yang lalu, kemudian UIN Jakarta disebut sebagai rumahnya moderasi 

beragama. Klaim ini memungkinkan diperolehnya data yang komprehensif. Lebih rinci, berikut 

disajikan institusi tujuan dan kebutuhan data. 

Tabel 1. Lokasi, Partisipan dan Kebutuhan Data 

No Institusi Tujuan  Partisipan / Kebutuhan Data 

1 Direktoran Jendral Pendidikan Islam Wawasan RMB, arah pengembangan RMB 
(data primer) 

2 1. IAIN Bukittinggi dan IAIN 
Batusangkar 

2. UIN Raden Fattah Palembang  
3. UIN Raden Intan dan IAIN Metro 

Lampung  
4. UIN Syarif Hidayatulah Jakarta 
5. UIN SGD Bandung 
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
7. UIN Sunan Ampel Surabaya 
8. UIN Khas Jember 

Pengelola RMB: model RMB sekarang, 
kompetensi, kelompok kerja, program kerja, 
kemitraan, keuangan, sistem informasi, dan 
lingkungan (data primer). Struktur organisasi, 
profil lembaga, website (data skunder). 
 
Pimpinan institusi: kebijakan RMB, arah 
pengembangan RMB, kendala (data primer) 

3 Tokoh lintas agama Masalah moderasi di lingkungan, problem sloving, 
budaya dan lokalitas . 

Keterangan: Institusi tujuan masih tentatif 

 



4. Proses Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan lima alat pengumpulan data: wawancara, observasi, dokumentasi, 

kepustakaan, dan focus group discussion. Observasi berguna untuk melihat desain kelembagaan RMB 

di PTKIN. Berbagai situasi yang mengarah kepada kelembagaan RMB diamati. Wawancara akan 

dilakukan untuk mengetahui berbagai realitas yang sedang terjadi dan respon partisipan. Alur kerja 

wawancara: 1) menjelaskan maksud peneliti kepada partisipan/narasumber; 2) permohonan izin 

perekaman data; 3) memulai dengan pertanyaan open-minded, kemudian merespon setiap jawaban 

yang diberikan sehingga muncul data yang mendalam; 4) sebelum mengakhiri wawancara, 

memungkinkan bagi narasumber untuk mengusulkan nama lain sebagai sumber informasi 

selanjutnya. Terakhir, kepustakaan dilakukan untuk menjawab klasifikasi aspek moderasi melalui 

langkah: 1) menggunakan kata kunci ‘radikalisme’, ‘intoletansi’, dan ‘moderasi beragama’ konteks 

Indonesia; 2) penelusuran difokuskan di garuda.ristekbrin.com, scopus.com, dan DOAJ; 3) 

berbatas waktu 10 tahun terakhir; 4) mengkoleksi artikel ke dalam folder; 5) melakukan review 

pada setiap artikel; dan 6) mengkategorisasi berdasarkan tema-tema.  

5. Teknik Validitas Data 

Trianggulasi sumber dan teknik akan digunakan dalam penelitian ini. Trianggulasi sumber 

untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek ke satu sumber, seperti memvalidasi data 

wawancara A ke wawancara B. Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek ke bebrapa sumber, seperti wawancara A divalidasi ke observasi atau dokumentasi, 

begitu sebaliknya. Penggunaan dua teknik ini karena mengantisipasi kendala yang mungkin 

ditemukan di lapangan, sehingga penggunaanya dilakukan secara bergantian bergantung pada data 

yang didapatkan di lapangan nantinya. Sedangkan validasi data kepustakaan menggunakan 

pengecekan kredibilitas jurnal, seperti jurnal tempat terbit setidaknya telah memiliki proses review 

artikel. 

6. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini mengikuti arahan Miles dkk (2014) serta Creswell (2013) untuk pengolahan 

data. Data lapangan di transkrip dan diolah menggunakan bantuan softwear Atlas.ti 9. Peneliti 

memulai kerja dengan cara mereduksi data, membaca transkrip dengan saksama guna mendapatkan 

kata kunci atau kategorisasi, kemudian diakhiri dengan uji validitas sebagai suatu tahapan 

penyimpulan bahwa data itu benar. Sehingga hasil yang akan ditulis pada kertas kerja harus 

mengikuti tren dari data yang diperoleh. Data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif 

dan conten analysis. Proses pengolahan dan analisis data ini diyakini memunculkan temuan-temuan 

dan kesimpulan-kesimpulan atas RMB di PTKIN. 

 



J. Rencana Pembahasan 

Merujuk pada Juknis No. 4743 Tahun 2021, rencana pembahasan dapat berupa uraian 

tentang pelaksanaan penelitian hingga prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di 

lapangan. Prediksi perolehan data dimulai dari pertama, pengumpulan data tahap awal difokuskan 

di RMB Sumatra (taget data ada di PTKIN Provinsi Sumatra Barat, Palembang, dan Lampung). 

Mewawancarai pimpinan RMB; kelompok kerja, dan pimpinan institusi. Kemudian, pengumpulan 

data berlanjut ke pulau Jawa (target Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Jawa Timur).  Kedua, peneliti 

memprediksi data yang diperoleh berupa: 1) bentuk kelembagaan RMB yang berbeda antara satu 

institusi dengan institusi lainnya; 2) masalah-masalah yang muncul seputar keorganisasian seperti: 

aturan, kompetensi, kelompok kerja, program kerja, kemitraan, keuangan, sistem informasi, dan 

lingkungan; 3) aspek-aspek yang muncul seputar moderasi beragama di Indonesia dalam 10 tahun 

terakhir. Tiga basis data ini menjadi informasi utama bagi peneliti untuk membangun road map 

RMB yang nantinya akan memberikan penguatan pada Juknis No. 897 dan kelembagaan.  

Kami mempersiapkan outputs penelitian ini dalam bentuk dummy book, artikel untuk Scopus 

/ WoS, dan copyright. Untuk draft artikel akan mengikuti template jurnal yang dituju. Sedangkan 

untuk kebutuhan penerbitan buku akan dijelaskan dalam tujuh bab:  

1. Pendahuluan: berisi problematisasi masalah, tujuan, positioning study, dan metode;  

2. Kerangka konseptual: berupa pengetahuan tentang konsep organisasi modern, konsep 

moderasi beragama, dan rumah moderasi beragama;  

3. Kelembagaan Rumah Moderasi Beragama di PTKIN: berisi informasi tentang model 

yang ada. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan 1; 

4. Problematika Rumah Moderasi Beragama di PTKIN: berisi penjelasan tentang masalah-

masalah yang muncul dari sisi aturan, kompetensi, kelompok kerja, program kerja, 

kemitraan, keuangan, sistem informasi, dan lingkungan. Ini merupakan jawaban atas 

pertanyaan 2;  

5. Klasifikasi aspek moderasi beragama di Indonesia: berisi penjelasan tentang kajian-kajian 

terdahulu yang menjelaskan tentang praktik moderasi atau demoderasi beragama di 

Indonesia 

6. Road Map Rumah Moderasi Beragama untuk PTKIN 

7. Penutup.  

 

 

 

 



K. Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan penelitian ini mengikuti jadwal yang diberikan oleh Dirjen Pendis NO. 

4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian. Berikut disampaikan time 

table kegiatan penelitian. 

Tabel 2. Waktu Pelaksanaan Penelitian 2022 

 

 

L.      Hasil Penelitian Sementara 

Istilah Moderasi Beragama 

Pertanyaan yang dijawab dalam sub bab ini adalah kapan frasa ‘moderasi beragama’ 

terbentuk? Apa pemaknaan awal atas frasa tersebut? Bagaimana frasa tersebut menjadi istilah 

yang familiar? Sehingga itu ditetapkan sebagai salah satu strategi nasional di Indonesia dalam 

rangka meredam intoleransi beragama. Lukman Hakim Saifuddin (2019) dalam sebuah 

pengantar buku ‘Peta Jalan (Road Map) Penguatan Moderasi Beragama tahun 2020 – 2024’ 

menuliskan 

“Moderasi beragama merupakan program yang cikal bakalnya sudah mulai 

digaungkan sejak tahun 2016 oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin 

(2014-2019).” 

Kata ‘digaungkan’ mengandung makna moderasi beragama merupakan program atau 

strategi yang baru muncul. Tiga pertanyaan sebelumnya menarik untuk dijelaskan karena 

bukan hanya sebagai pengetahuan baru, tetapi juga turut memperkuat analisa atas 

problematika dan klasifikasi aspek, terutama pada bagian persepsi aktor.  

Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut, penulis telah menggunakan metode 

literatur. Sistematika penghimpunan basis data menggunakan aplikasi Publish or Perish 



(PoP). Akses sumber data memanfaatkan Google Scholar yang dinilai memiliki artikel yang 

luar biasa banyak. Pengaturan tahun pelacakan di bagi ke dalam dua waktu: 1980 – 1999 dan 

2000 – 2021. Penentuan rentang waktu ditentukan dalam dua dekade sebelum era millennial 

dan sesudahnya. Untuk memperoleh informasi dari Scopus, frasa ‘moderasi beragama’ 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi ‘religious moderation.’ Hal itu tidak dilakukan 

untuk Google Scholar. Penulis secara khusus dan fokus menuliskan satu kata kunci di kolom 

keywords.  

Pencarian pertama dari sumber Scopus melalui aplikasi PoP dengan rentang 1980-1999 

hasilnya adalah tidak ditemukan satu artikel yang memuat istilah religious moderation. Penulis 

mengubah sumber pencarian ke laman Google Scholar ditemukan lima referensi. 

Menggunakan teknik membaca cepat (scanning) hasilnya hanya satu referensi yang terhubung 

dan sesuai dengan maksud pencarian. Satu-satunya referensi tersebut adalah artikel milik 

Tarmizi Taher -Menteri Agama RI periode 1993–1998- yang dipublikasi oleh Jurnal Studia 

Islamika Vol. 3 No. 2 Tahun 1996 dengan judul “Changing the image of Islam and muslim world: 

Indonesian.”  

Taher (1996) mendiskusikan tentang wacana keagamaan umat Islam Indonesia dalam 

kaitanya dengan hubungan antar umat beragama. Islam di Indonesia disebut sebagai Islam 

yang terbuka dan benar-benar toleran.Umat Islam tampil lebih terpelajar, mengikuti 

konstalasi perpolitikan dengan sikap tidak mengadu domba, mampu bersanding dengan 

penganut agama minoritas, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan peradaban modern. 

Sentimen anti barat tidak begitu berkembang, kecuali untuk isu-isu tertentu sebagai bentuk 

solidaritas yang bersifat temporal seperti yang terjadi pada muslim di Bosnia, Palestina, dan 

beberapa negara Teluk. Hubungan Islam dan Negara pun berkembang dengan baik di 

Indonesia, sehingga patut dicontoh oleh negara lain seperti Islam di kawasan Timur Tengah, 

Afrika Utara, Balkan, hingga Indo-Pakistan. 

Pada lembar pertama di tulisannya, Taher (1996) menyebutkan bahwa umat Islam di 

Indonesia telah menjunjung tinggi nilai keterbukaan, toleransi, dan moderasi. Kata ‘moderasi’ 

disandingkan dengan kata keterbukaan dan toleransi. Keterbukaan dan toleransi 

mengandung maksud yang baik yaitu memiliki sikap menghargai, menerima, dan 

menghormati perbedaan antarsesama manusia. Maksud menyandingkan ketiga kata tersebut 

adalah ingin menyampaikan bahwa layaknya keterbukaan dan toleransi, moderasi juga 

memiliki tujuan yang baik. Sayangnya, artikel tidak memuat definisi tegas tentang apa itu 

moderasi. Bahkan juga tidak ditemukan penyatuan kata ‘moderasi’ dengan ‘agama’. Penjelasan 



yang mengarah kepada moderasi beragama justru banyak ditemukan seperti Taher (1996) 

mengulas 

“Kenyataan bahwa Kawasan Asia Tenggara bukanlah merupakan pusat dari paham 

keagamaan manapun, dan bahwa agama-agama tersebut menyebar secara damai, 

telah menciptakan suatu kondisi Kawasan masyarakat dimana komunitas-

komunitas agama di Asia Tenggara memiliki banyak pengalaman dalam hal 

pluralitas kehidupan. Secara historis, komunitas agama di Asia Tenggara relatif 

hidup dalam kelompok-kelompok yang heterogen menyatu dengan komunitas 

agama lain. Akibatnya, keharusan untuk saling bersikap terbuka dan toleran satu 

komunitas dengan yang lainnya bukanlah suatu masalah.” 

“Komunitas Muslim Indonesia telah mampu menerima pluralitas keagamaan. 

Dipilihnya Pancasila (bukan Islam) sebagai dasar negara, dan ditetapkannya 

Undang-Undang Dasar 1945 (bukan syari’ah) sebagai konstitusi nasional 

Indonesia, merupakan titik toalk yang kokoh untuk dapat ditumbuhkan menjadi 

sistem kehidupan yang pluralistic bagi komunitas agama-agama” 

“… pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap kehidupan dan 

kegiatan keagamaan; bukan saja untuk Islam, tetapi juga untuk seluruh agama 

yang ada di Indonesia.” 

“Indonesia dapat menjadi model pemecahan masalah toleransi antar agama dalam 

sebuah negara modern.” 

Ketika moderasi beragama oleh Kementerian Agama (2019) dimaknai sebagai cara 

pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara 

mengejawentahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan 

membangun kemaslahatan. Maka maksud dan penjelasan-penjelasan Taher telah sesuai dan 

mengarah pada pemaknaan tersebut. Dengan demikian, tidak berlebihan untuk mengatakan 

bahwa Taher secara tertulis telah memulai penjelasan moderasi beragama di Indonesia. 

Sedangkan moderasi beragama dipromosikan sebagai strategi nasional oleh Lukman Hakim 

Saifuddin -Menteri Agama 2014-2019- yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui 

Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Yaqut Cholil 

Qoumas bertindak sebagai Menteri Agama yang mengimplementasikan strategi tersebut di 

Indonesia. 

Disimpulkan bahwa istilah moderasi atau moderasi beragama belum dikenal sebelum 

tahun 2000. Taher (1996) kemungkinan tidak menyadari bahwa moderasi dapat 

diformulasikan sebagai sebuah strategi yang mampu meredam intoleransi beragama 



sebagaimana adanya saat ini. Dalam artikel tersebut argument yang dibangun menunjukkan 

suasana yang cenderung aman dan terkendali antar hubungan umat beragama di Indonesia.   

Penulis menggali berbagai sumber referensi di masa lalu, kemudian mendapatkan 

beberapa poin penyebab ‘moderasi beragama.’ Di awal Penulis ingin menyampaikan bahwa 

tampaknya problematika umat beragama -seperti intoleransi, pelecehan agama, tendensi, 

radikalisme, hingga terorisme- belum dianggap sebagai isu yang urgen. Persoalan agama tidak 

cukup menarik untuk didiskusikan di ruang publik. Argumen ini didukung oleh penjelasan 

fenomena di level internasional dan nasional pada masa itu.  

Di level internasional, sepanjang abad ke-20, negara-negara di dunia disibukkan dengan 

persoalan ekonomi, situasi politik dan ideologi, hingga perseteruan antar agama. Menurut 

Huntington (1993) ekonomi dan ideologi sebagai sumber benturan (the clash) di abad tersebut. 

Walau juga banyak ditemukan konflik agama di berbagai wilayah seperti India (Bayly, 1985), 

Nigeria (Aguwa, 1997), Tanzania (Baroin, 1996), Maluku (Goss, 2000), Malaysia (Lee, 1988), 

dan lainnya. Pola konflik agama cenderung menggerahkan kekuatan fisik dan senjata. 

Sehingga penyelesaian konflik lebih dominan melalui jalur-jalur perundingan. Disadari pada 

masa-masa itu, belum tampak upaya yang sistematis untuk merawat keberagaman. 

Problematika intenal negara dari sisi ekonomi pada abad ke-20, mendorong negara kuat 

untuk mencuri sumber daya alam negara lemah terutama yang belum punya kedaulatan. 

Belanda misalnya menjajah Indonesia, India, Afrika Selatan, Suriname, Brasil dan lainnya; 

Inggris Raya dikatakan Laycock (2012) pernah menjajah 193 negara atau 90% dari total negara 

di dunia; dan Prancis menjajah sebagian besar negara di benua Afrika. Sehingga istilah 

kolonialisme, imperialisme, dan merkantilisme sangat popular pada masa itu. 

Selanjutnya, perseteruan ideologi juga menjadi masalah abad ke-20 yang ditandai 

dengan periode panjang perang dingin (1945-1991). Mason (2002) menjelaskan bahwa cold war 

merupakan perang ideologi yang dibangun oleh dua negara adikuasi -Amerika vs Soviet-. Uni 

Soviet percaya sejak lama bahwa komunisme hanya bisa menang setelah perang 

menghancurkan kapitalisme. Sementara Amerika Serikat percaya bahwa komunisme di Uni 

Soviet harus runtuh sebelum ada perdamaian abadi di dunia. Oleh karena itu, dengan logika 

ideologi masing-masing, kedua negara adidaya itu berada pada jalur yang bertabrakan. Perang 

ideologi yang berlangsung selama 45 tahun selesai ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet dan 

bersatunya Jerman. 

Di level nasional, Indonesia, persoalan ekonomi dan pembangunan tampak menjadi 

fokus pemerintah Soeharto dalam 32 tahun berkuasa. Sementara, persoalan agama tidak 

banyak muncul, walau agama ‘dikatakan’ sebagai dasar negara. Harsono dalam Pramoto (2016) 



mengatakan selama Orde Baru hanya ada sembilan kasus penistaan agama yang tercatat. 

Padahal telah ada UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau 

penodaan agama. Setelah reformasi, terjadi peningkatan kasus menjadi 88. Sehingga sejak 1965 

hingga 2017 tercatat 97 kali kasus penistaan agama di berbagai wilayah di Indonesia (Institut, 

2019). 

Gambar 1. Peta Peradaban menurut Huntington (1996) 

 

       Sumber: www.stratfor.com, 2016 

Hampir di sepanjang Orde Baru, negara memegang kuasa atas agama. Seluruh kehidupan 

agama dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah. Aturan-aturan keagamaan ditaati oleh 

masyarakat karena didukung oleh ketakutan masyarakat pada ketegasan pemerintahan 

Soeharto. Ketika terjadi pelanggaran yang berdampak pada kegaduhan di kalangan 

masyarakat, negara cepat menindak. Negara tegas memberikan sanksi hukum hingga 

memungkinkan secara diam menghilangankan nyawa terhukum. 

Menjelang fajar millenial, Huntington (1996) mengeluarkan sebuah tesis yang 

menyatakan bahwa di masa mendatang masalah negara bangsa bukan lagi ekonomi dan 

ideologi, melainkan kebudayaan. Dalam buku The Clash of Civilization and the Remaking of World 

Order, Huntington memprediksi gesekan-gesekan antara budaya barat dan non-barat dan 

antara non-barat itu sendiri (maksudnya masyarakat timur dan tengah). Karena itu, 

Huntington (1996) membagi dunia ke sembilan peradaban besar: Barat, Cina, Jepang, Amerika 

Latin, Afrika, Hindu, Budha, Islam, dan Kristen Ortodoks (lihat gambar 2.1).  

Walau tesis tersebut dinilai gegabah, cacat, dan tidak dapat dibuktikan secara kuat di 

level empiris (Chiozza, 2002). Terutama komentar Edward Said dan Noam Chomsky sebagai 

http://www.stratfor.com/


ahli budaya yang menemukan bahwa tesis benturan peradaban sangat tidak dapat diterima 

baik secara teoritis maupun politis (Rizvi, 2011). Mereka berargumen bahwa tesis ini keliru 

dalam menyebut perbedaan antara peradaban sebagai sesuatu yang mutlak. 

Mengonsepkannya dalam kerangka serangkaian postulat metafisik daripada dalam kerangka 

konflik politik yang menghasilkannya, melalui serangkaian proses sejarah tertentu. Senghaas 

(1998) mengatakan 

“Although Huntington's thesis is more plausible at the micro-level, his argument is deficient here 

as well: most ethnopolitical conflicts in the modern world result from protracted socio-economic 

discrimination rather than from cultural roots.” 

Pada kasus-kasus tertentu pandangan Huntington memang terbukti benar. Hanya saja, 

untuk skope yang lebih luas, melintasi peradaban-peradaban besar, dan bahkan dunia modern, 

pandangan ini tampak mustahil. Senghaas (1998) tetap meyakini hulu gesekan peradaban 

manusia tetaplah perkara sosio-ekonomi. Kasus 11 September 2001 yang disebutkan sebagai 

‘penegasan terlambat’ atas tesis Huntington. Media, para ahli, dan masyarakat membingkai 

kasus tersebut sebagai perseteruan Islam radikal versus Barat (Benhabib, 2002). Dikemudian 

hari, banyak ahli menemukan fakta bahwa peristiwa tersebut merupakan strategi Amerika 

untuk mengontrol cadangan minyak di Irak (Banerjee, 2003; Jhaveri, 2004). Diketahui bahwa 

selama abad ke-20, para pembuat kebijakan Amerika telah menjadikan kawasan Teluk Persia 

sebagai salah satu perhatian utama politik-ekonomi mereka. 

Untuk konteks ke-Indonesia-an, tesis Huntington menemukan momentum disertai 

serpihan-serpihan bukti. Ekonomi terlebih lagi ideologi sudah mulai pudar sebagai sumber 

konflik. Etnis dan agama dimana budaya termasuk di dalamnya berulangkali mengancam 

keutuhan negara. Pasca reformasi, negara memberikan suara kepada masyarakat, sehingga 

pada tataran tertentu ternyata tidak mampu mengendalikan masyarakat. Setiap tuntutan 

masyarakat harus diakomodir secara bersama oleh pemerintah. Keputusan otoriter tidak 

berlaku lagi karena telah berganti dengan keputusan bersama (demokratis).  

Negara-secara sadar atau tidak sadar- melalui aturan telah menarik persoalan-persoalan 

agama. Agama mulai kentara diakamodir di akhir pemerintahan Soeharto. Negara dan agama 

benar-benar disandingkan sebagai sebuah bagunan peradaban yang saling membutuhkan. 

Setidaknya ada empat pola akomodasi yang terbaca menurut Effendy (1998): 

1.  Akomodasi struktural. Upaya pemerintah untuk merekrut pada pemikir dan aktivis 

Islam untuk menduduki posisi‐posisi penting dalam birokrasi negara maupun badan 

legislatif; 



2.  Akomodasi infrastruktur. Penyediaan dan bantuan infrastruktur bagi kepentingan 

umat Islam menjalankan kewajiban agama, seperti pembangunan masjid‐masjid yang 

disponsori oleh negara; 

3. Akomodasi kultural. Mulai menerima ekspresi kultural Islami ke dalam wilayah publik, 

seperti jilbab, baju koko, sampai pengucapan assalam’ualaikum yang mewarnai hampir 

semua tayangan televisi;  

4. Akomodasi legislatif. Upaya untuk memasukkan beberapa aspek hukum Islam menjadi 

hukum negara, meskipun hanya berlaku bagi umat Islam saja. 

Seiring melemahnya pemerintahan Soeharto pada akhir 1990 dan situasi ekonomi dunia 

yang tidak stabil telah berdampak pada sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia. 

Sementara itu, politik akomodasi Islam mulai mengakar pada lembaga-lembaga trias politica 

(eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan kehidupan bermasyarakat. Bahkan organisasi-

organisasi Islam dengan ideologi yang cenderung ‘keras’ juga tampak bermunculan. 

Dampaknya, ada upaya dari ‘oknum’ tertentu yang membenturkan antar masyarakat 

Indonesia dengan isu agama. Sa’dun (1999) dalam sebuah pengantar editor mengatakan bahwa 

persoalan pribumi dan non-pribumi telah bertransformasi ke arah yang tidak terkendali lagi 

termasuk membagi golongan Islam dan non-Islam.  

Pada akhirnya diketahui bahwa isu-isu seputar intoleransi sebelum era reformasi 

bukanlah sebuah persoalan yang mendesak dan menggangu stabilitas negara. Sehingga 

treatment kebijakan atas perosalan tersebut tidak terlalu mendapat perhatian khusus. Karena 

itu menjadi wajar istilah ‘moderasi beragam’ belum diketahui. Intoleransi kehidupan antar 

umat beragama mendapat perhatian khusus dari pemerintah seiring dengan dukungan dari 

banyak variable seperti kebebasan menyatakan pendapat, tidak adanya kebijakan atau 

lebmahnya penegakan hukum, dukungan teknologi internet, sosial media, dan banyak lagi. 

Pencarian kedua kembali memanfaatkan aplikasi PoP dengan rentang waktu 2000 - 2021 

dengan Google Scholar sebagai sumber data. Kata kunci “religious moderation” menggunakan 

tanda petik di input pada bagian kata kunci. Hasilnya adalah ditemukan 647 naskah yang 

meliputi artikel, buku, prosiding, workpaper, dan tugas akhir mahasiswa. Setelah ditabulasi 

menggunakan Microsoft Excel, penulis mendapatkan sebuah buku yang memuat kata 

tersebut. Ditulis oleh Camilla Hermanin pada 2003 dengan judul “Samuel Werenfels: Il dibattito 

sulla libertà di coscienza a Basilea agli inizi del settecento.” Buku ini memiliki ketebalan sekitar 325 

halaman dan diterbitkan dalam bahasa Prancis oleh Penerbit Florence.  



Hermanin (2003) menjelaskan pemikiran Prof. Samuel Warenfels (1657-1749) tentang 

konsep kebebasan hati nurani untuk memilih. Disampaikan bahwa Warenfels bersama dua 

tokoh lainnya (Turrettini di Jenewa dan Ostervald di Neuchâtel, Swiss) selalu 

berkorespondensi dalam rangka menentang pendekatan otoriter pemerintah Basel terhadap 

kebebasan beragama dalam Kristen Protestan. Pemerintah Basel telah mengeluarkan Formula 

Konsensus Ecclesiarum Helveticarum Reformatarum (kesepakatan gereja-gereja di Swiss). 

Konsensus tersebut berisi tentang kewajiban pastor dan kaum intelektual untuk mengikuti 

kehendak gereja. Sehingga menyebabkan Warenfels bersama rekan-rekannya untuk 

memperjuangkan toleransi beragama melalui pendekatan humanis dan irenic (normatif-

religius). Dengan demikian, pandangan tentang moderasi beragama telah tampak dalam 

pemikiran Warenfels di abad pertengahan. 

Pada tahun 2004 tidak ditemukan artikel yang memuat istilah religious maderation. Istilah 

tersebut kembali muncul pada 2005 oleh Harris tentang ‘The virus of religious moderation.’ Ini 

adalah artikel pertama -yang peneliti temukan- yang secara jelas mengatakan bahwa moderasi 

beragama merupakan solusi bagi kaum moderat untuk menyelesaikan konflik antar agama. 

Secara tendensius Harris (2005) mengkritisi strategi tersebut 

“The problem with religious moderation is that it offers us no bulwark against the spread of 

religious extremism and religious violence…. It is time we recognised that religious moderation is 

the product of secular knowledge and scriptural ignorance.” 

Bagi Harris (2005) Moderasi beragama tampak seperti solusi yang abstrak. Larangan 

‘bertikai’ hanya diterikkan berulangkali, sehingga tidak memberikan benteng melawan 

penyebaran ekstremisme dan kekerasan agama. Lebih tendensius, Harris (2005) mengatakan 

bahwa moderasi beragama itu merupakan produk dari pengetahuan sekuler dan 

ketidaktahuan seseorang atas kitab suci. Walau demikian, yang menjadi saksi bahasan adalah 

Harris telah lama menyadari bahwa moderasi beragama memungkinkan untuk menjadi 

sebuah strategi meredam konflik inter atau intra beragama. 

 

 

 

Tabel 1 Jumlah dan persentase artikel tentang religious moderation 

N

o 

Tahun Jumlah Presentase 

1 2002 0 0% 



2 2003 1  

3 2004 0 0% 

4 2005 1  

5 2006 2  

6 2007 4  

7 2008 5  

8 2009 6  

9 2010 2  

10 2011 9  

11 2012 2  

12 2013 6  

13 2014 2  

14 2015 3  

15 2016 6  

16 2017 9  

17 2018 8  

18 2019 49  

29 2020 169  

20 2021 364  

Total 647 100% 

             Sumber: data primer, 2022  

Bahkan dari 2006 hingga 2016, total hanya 48 artikel yang publikasi dengan rata-rata 

empat artikel dalam satu tahun. Mulai tahun 2017 hingga 2021 tampak peningkatan jumlah 

artikel yang luar biasa. Terutama terjadi signifikansi artikel pada 2020 dan 2021. Tabel 2.1 

menampilkan hanya sembilan artikel pada 2017 meningkat 169 pada 2020, dan 364 artikel di 

2021. Tema moderasi beragama popular di tengah peneliti Indonesia. Begitu juga dengan jurnal 

tujuan yang di domonasi oleh Kampus Islam baik negeri ataupun swasta. Kemungkinan istilah 

ini hanya popular di Indonesia, sementara di negara lain masih menggunakan istilah 

intoleransi atau radikalisme beragama.  

Peningkatan jumlah artikel pada 2020 dipicu oleh masuknya moderasi beragama ke 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 

melalui Perpres No 18 Tahun 2020. Ada legalitas yang mengarahkan studi-studi di PTKI untuk 

mendalami berbagai hal yang berhubungan dengan harmonisasi hidup beragama. Ini tampak 



pada penguatan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) tahun 2018-2028. Tema 

moderasi beragama tercermin dalam agenda: 1) Kajian teks suci dalam agama-agama; 2) 

Negara, agama, dan masyarakat; dan 3) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi 

keagamaan. Kemudian, berbagai seminar nasional dan internasional digelar dengan tema 

serupa. Kemenag melalui Ditjen Bimas Islam pada 2022 menyelenggarakan seminar 

internasional bertajuk ‘moderasi beragama di ruang digital’; UIN Syarif Hidayatullah 

menggandeng Universitas Al-Azhar menyelenggarakan seminar internasional bertema 

‘Pemahaman Moderasi Beragama’; dan IAIN Ponorogo juga melakukan hal semisal dengan 

tema ‘Contestation of Religius Moderation in Contemporary Muslim Society’.  

Pada akhirnya, tiga pertanyaan di awal dapat terjawab bahwa 1) frasa moderasi 

beragama pertama muncul dalam naskah Taher (1996) saat menjelaskan tentang harmonisasi 

beragama di Indonesia; 2) Moderasi beragama sejak awal ditujukan sebagai bentuk ekspresi 

kebebasan hati untuk tidak berat sebelah pada satu paham, keyakinan, atau argumen tertentu; 

3) Frasa moderasi beragama menjadi familiar tahun 2019 karena adanya pergeseran wacana 

akademik ke kebijakan di level nasional. Sehingga berbagai kajian dilakukan untuk 

memperkuat formulasi atas strategi tersebut.  

2.1 Konsep Moderasi Beragama dalam Islam 

Moderasi beragama dalam wawasan Islam disebut dengan wasathiyah atau wasathan. Di 

Indonesia, para akademisi sering mengartikan wasathiyah sebagai cara berpikir dan bersikap 

moderat (Ali, 2021; Hilmy, 2012; Kulsum, 2020). Lebih lengkap, As-Shalabiy dalam Arif (2020) 

menjelaskan washathiyah merujuk pada 4 terma: sikap adil, paling baik dan pertengahan, ideal, 

dan di tengah-tengah. Pandangan As-Shalabiy ini didasarkan atas sinonim-sinonim yang 

disebutkan dalam al-Qur’an.  

Pertama, wasathiyah bermakna sikap adil dan pilihan. Ini ditemukan dalam Q.S Al-

Baqarah 143 dimana terjemahannya adalah 

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan 

agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi 

atas (perbuatan) kamu.” 

 

Terdapat kata “kadzalika ja’alnakum ummatan wasatho…” atau umat yang adil dan pilihan. 

Abu Said al-Khudri RA pernah bertanya kepada Rasulullah SAW terkait makna “ummatan 

wasatho.” Ini dijawab dalam hadits Tirmidzi dan dianggap shahih bahwa itu bermakna 

keadilan. Sementara At-Thabrani, Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir mengatakan bahwa wasathan 



juga berarti paling baik dan paling berkualitas. Penjelasan wasathiyah pada Q.S Al-Baqarah 143 

ini disimpulkan sebagai keadikan dan kebaikan.  

Kedua, wasathiyah bermakna paling baik saat terbaca dalam Q.S Al-Baqarah 238: 

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam 

shalatmu) dengan khusyu'” 

At-Thabari mengatakan sholat wusthaa yang dimaksud dalam Q.S Al-Baqarah 238 adalah 

Shalat Ashar. Dikatakan wusthaa karena berada di tengah-tengah antara Sholat Subuh dan 

Zuhur serta Maghrib dan Isya. Menurut Ibnul Jauziyyah, wusthaa dapat dimaknai: 1) shalat 

yang terletak pada pertengahan; 2) paling tengah ukurannya; 3) karena paling afdhal 

kedudukannya. Jadi tidak ada kata makna lain dari kata wusthaa dalam ayat tersebut, selain 

“paling tengah, paling adil dan paling baik.” 

Ketiga, wasathiyah bermakna paling adil dan berilmu. Ini ditemukan dalam Q.S Al-

Qalam ayat 28 

“Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah 

mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?” 

Ibnu Abbas dan At-Thabrani menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan ausatuhum 

dalam Q.S Al-Qalam ayat 28 adalah orang yang paling adil di antara mereka. Al-Qurtubi 

menambahkan bahwa ausatuhum dapat ditujukan pada orang yang paling adil dan berilmu. 

Ausatuhum sebagai isim tafdil dari wasatho (Masdar: wasathiyah) dapat dimaknai sebagai ‘yang 

paling adil dan berilmu.” 

Keempat, wasathiyah bermakna di tengah-tengah atau pertengahan. Ini ditemukan dalam 

terjemahan Q.S Al-Adiyat ayat 5 

“Dan kuda-kuda perang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh” 

Baik At-Thabrani, Al-Qurtubi, maupun Al-Qasimi menyampaikan bawah makna 

ausatuhum dalam Q.S Al-Adiyat ayat 5 adalah berada di tengah-tengah. Sehingga pada akhirnya 

dapat disimpulkan bahwa wasathiyah sebagai istilah Islam untuk moderasi dapat dimaknai 

‘orang yang paling adil, berilmu, baik, dan selalu menampatkan diri di tengah-tengah.’ 

Selanjutnya, penggunaan kata wasathiyah banyak ditemukan dalam hadist dan 

penyampaian para ulama Islam. Misalnya saat Rasulullah SAW menjelaskan tentang gambaran 

hari kiamat kepada para sahabat. Rasulullah SAW mengutip Q.S al-Baqarah ayat 143, 

kemudian menjelaskan bawah al-washath artinya adil  



Dari Abu Sa'id berkata; Rasulullah SAW bersabda: "(Pada hari kiamat) Nuh 'alaihissalam dan 

ummatnya dating. Lalu Allah Ta'ala berfirman: "Apakah kamu telah menyampaikan (ajaran)? 

Nuh 'Alaihissalam menjawab: "Sudah, wahai Rabbku". Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada 

ummatnya: "Apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian?". Mereka menjawab; "Tidak. 

Tidak ada seorang Nabi pun yang datang kepada kami". Lalu Allah Ta’ala berfirman kepada Nuh 

'Alaihissalam: "Siapa yang menjadi saksi atasmu?". Nuh Alaihissalam berkata; "Muhammad 

shallallahu 'alaihi wasallam dan ummatnya". Maka kami pun bersaksi bahwa Nuh 'alaihissalam 

telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada ummatnya. Begitulah seperti yang 

difirmankan Allah Yang Maha Tinggi: “Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai 

ummat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia… -QS al-Baqarah: 143-. Al-washath 

artinya al-'adl (adil). (HR. Bukhari, Hadits No. 3091 dan Ahmad, Hadits No 10646).  

Al-wasath diartikan Rasulullah SAW sebagai al-‘adl. Keadilan dalam hadits Bukhari 

tersebut adalah menempatkan sesuatu secara proporsional atau menyikapi sesuatu sesuai 

porsinya. Allah SWT melengkapi Q.S al-Baqarah 143 dengan menyebut “agar kalian menjadi 

saksi bagi manusia.” Sementara dalam Islam, syarat utama menjadi seorang saksi adalah jujur 

dan adil. Dengan kata lain, semakin menguatkan bahwa moderasi dalam makna Islam adalah 

sesuatu yang berkaitan dengan adil dan berpengetahuan. 

Dari sisi penguatan ulama, kitab Fiqh Al-Washathiyah Wa at-tajdid, Ma’lim Wamanaraat yang 

dikarang oleh Yusuf al-Qardhawi dinilai sebagai kitab yang secara mendalam menjelaskan 

tentang prinsip Islam yang moderat. al-Qardhawi (2009) mengatakan  

“Sungguh Allah SWT telah memuliakanku dengan memperkenalkan arah pemikiran Islam 

washathiyah atau moderasi Islam sejak dahulu. Perjuangan saya itu bukanlah suatu kebetulan, 

atau menjiplak pendapat seseorang ataupun karena mengikuti hawa nafsu. Akan tetapi itu semua 

itu dikarenakan saya mendapatkan dalil-dalil yang kuat dan alasan-alasan yang pasti bahwa 

manhaj washathiyah ini adalah hakikat dan inti ajaran Islam itu sendiri.” 

 

Bagi al-Qardhawi, wasathiyah bukanlah cara bersikap muslim yang bergaya Barat, sakte 

tertentu, madzhab tertentu, fanatisme, terorisme, atau karena mengikuti tren perkembangan 

zaman. Namun, wasathiyah sebenarnya merupakan inti dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah 

SAW sebelum tercemar oleh praktik dan pemikiran kotor, bid’ah, dicampuri oleh pandangan-

pandangan yang menyesatkan atau memecah belah, sekte-sekte Islam dan diwarnai ideologi-

ideologi tertentu.  



Al-Qardhawi layak dijuluki sebagai bapak moderasi Islam modern. Ia merupakan ulama 

pertama di zaman modern yang memperkenalkan kembali ajaran moderasi Islam. Tulisan bliau 

tersusun dengan baik terkait pemikiran Islam moderat. Diantaranya bukunya yang memuat 

maksud tersebut adalah 1) Syari’ah Islamiyah Shalih liltathbiq fi Kullli zamanin Wamakanin yang terbit 

di Kairo tahun 1972; 2) Al-Khashais Al-Ammah Lil Islam, terbit di Kairo, tahun 1977; 3) Fi Fiqh 

Aulawiyat, terbit di Kairo tahun 1994; 4) Tsaqafatuna bainal Infitah wal Inghilaq, terbit di kairo 

tahun 2000; 5) Khitabuna Al-Islamiy fii Ashril Aulamah, terbit di Kairo tahun 2003; 6) Dirasah fi Fiqh 

Maqashid As-Syari’ah, terbit di Kairo tahun 2005. Buku al-Qardhawi yang secara khusus 

menjelaskan washathiyah adalah buku yang bejudul Fiqh Al-Washathiyah Wa at-tajdid, Ma’lim 

Wamanaraat, terbit di Doha tahun 2009. Serta buku-buku yang lainnya setelah karya-karya 

tersebut, dimana al-Qardhawi selalu memberikan warna setiap karyanya dengan manhaj 

washathiyah. 

2.2 Konstruk Moderasi Beragama menurut Kementeri Agama 

Definisi Moderasi Beragama 

Setelah memahami keinginan bersama untuk menciptakan harmonisasi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, hal terpenting berikutnya adalah memahami dengan baik konsep 

moderasi beragama yang dimaksud oleh negara. Kementerian Agama RI merupakan 

representasi dari negara ketika menjelaskan moderasi beragama. Kementerian Agama 

memiliki konstruk yang utuh tentang konsep moderasi beragama dengan tujuan tidak terjadi 

asal atau salah tafsir di kalangan masyarakat. 

Sumber pengetahuan tentang moderasi beragama dikuti dari Peta Jalan Moderasi 

Beragama Kementerian Agama (2020), Buku Moderasi Beragama (2019), dan Tanya Jawab 

Moderasi Beragama (2019). Moderat, secara bahasa, merupakan bentuk kata sifat. Turunan 

dari kata moderation yang dimaknai tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi berasalh dari 

bahasa Latin, moderâtio, yang berarti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan), 

dan seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderasi didefinisikan 

sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi 

disandingkan dengan kata agama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi 

kekerasan, atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. 

Dalam Bahasa Arab, padanan moderasi adalah wasat atau wasathiyah yang berarti tengah-

tengah. Kata ini mengandung makna i’tidal (adil) dan tawazun (berimbang). Orang yang 

menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut wasit. Kata wasit bahkan sudah diserap ke dalam 

bahasa Indonesia dengan tiga perngertian: wasit berarti penengah, atau perantara (misalnya 



dalam bisnis atau perdagangan) antar phak yang berselisih, wasit juga berarti pemimpin di 

pertandingan (seperti wasit sepakbola, badminton, atau olahraga lainnya). 

Adapun lawan kata moderasi adalah tatharruf yang dalam Bahasa Inggris mengandung 

makna exstreme, radical, dan excessive, bisa juga dalam pengertian berlebihan. Dalam Bahasa 

Arab, setidaknya dua kata yang maknanya sama dengan kata extreme yaitu al-guluww dan 

tasyaddud. Dalam konteks beragama, pengertian berlebihan ini dapat diterapkan untuk 

menyebut orang yang bersikap ekstrim yaitu melampaui batasan dan ketentuan syariat agama. 

Misalnya, ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan 

tidak ada yang memperdebatkan, itulah ajaran agama. Tapi, bagaimana cara memuliakan 

perempuan menurut ajaran agama itu, masing-masing umat beragama melakukan praktik 

yang berbeda-beda. Itulah yang disebut beragama. 

Indikator Moderasi Beragama 

Ditetapkannya moderasi beragama sebagai agenda nasional dalam meredam aksi dan 

pikiran intoleran, Kementerian agama  (2020) membangun sejumlah indikator: komitmen 

kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. 

1. Komitmen kebangsaan. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan 

tingginya penerimaan umat beragama terhadao prinsip-prinsip berbangsa yang 

tertuang dalam konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Komitmen 

kebangsaan dapat juga diterjemahkan sebagai ‘cinta tanah air.’  

2. Toleransi. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya sikap 

menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, untuk 

mengekspresikan keyakinannya, dan untuk menyampaikan pendapat, serta 

menghargai kesetaraan dan bersedia bekerjasama. 

3. Anti kekerasan. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya 

penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan 

cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan 

yang diinginkan. 

4. Penerimaan terhadap tradisi. Keberhasilan moderasi beragama daoat diukur dengan 

tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku 

keagamaannay, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. 

Muatan Pesan Kegamaan dalam Moderasi Beragama 

Moderasi beragama dapat dinilai sebagai sebuah formulasi yang dapat dirumuskan 

dalam rangka menata kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia. Karena itu, moderasi 

beragama dapat terwujud melalui program dan kegiatan di lingkungan lembaga. Keutuhan 



lembaga menerima muatan moderasi beragama nantinya dapat diteruskan kepada khalayak 

ramai. Sehingga narasi moderasi beragama bisa terus terdengar dan menjadi sesuatu hal yang 

biasa di tengah kehidupan.  

Ketersampaian moderasi beragama kepada masyarakat bergantung juga pada muatan 

pesannya. Selama pesan yang disampaikan tidak bertentangan dengan kebiasaan umum 

masyarakat, selama itu juga moderasi beragama diterima. Setidaknya Tim Kelompok Kerja 

Moderasi Beragama Kementerian Agama (2020) menyampaikan tujuh muatan pesan 

keagamaan dalam moderasi beragama: 

1. Menjaga keselamatan jiwa. Setiap umat beragama harus berupaya mencegah hal-hal 

buruk yang dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia. 

2. Menjunjung tinggi keadaban mulia. Setiap umat beragama harus menjadikan nilai-

nilai moral universal dan pokok ajaran agama sebagai pandangan hidup dengan tetap 

berpijak pada jati diri Indonesia. 

3. Menghormati harkat martabat kemanusiaan. Setiap umat beragama harus 

mengutamakan sikap memanusiakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan 

atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama. 

4. Memperkuat nilai moderat. Setiap umat beragama harus mempromosikan dan 

mengejawentahkan pengamalan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan 

tengah. 

5. Mewujudkan perdamaian. Setiap umat beragama harus menebar kebajikan dan 

kedamaian, mengatasi konflik dengan prinsip adil dan berimbang serta berpedoman 

pada konstitusi. 

6. Menghargai kemajemukan. Menjaga kebebasan akal, kebebasan berekspresi, dan 

kebebasan beragama. Setiap umat beragama harus menerima keberagaman sebagai 

anugrah, dan karenanya bersikap terbuka terhadap perbedaan. 

7. Menaati komitmen berbangsa. Setiap umat beragama harus menjadikan konstitusi 

sebagai panduan kehidupan umat beragama dalam berbangsa dan bernegara. 
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